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ABSTRAK
Nama : Mita Aulia
Nim :1610100016
Judul : Pelaksanaanperaturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 Tahun 2019
Tentag Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari
Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat

Penelitian ini diltar belakangi Ada Tujuh (7) keluarga di Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang telah melakukan perwalian anak.
Ada orangtua angkat melakukan perwalian anak tanpa dicatatkan ke kantor dinas
kependudukan. Orangtua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan anak
angkatnya berdasarkan perjanjian kedua orangtua kandung. Dan melakukan
perwalian anak tanpa ada surat permohonan atau melalui surat wasiat. Salah satu
orang tua yang melakukan perwalian anak yang berumur 4 hari dan merawat serta
membesarkan anaknya sampai saat ini umur 3 tahun, namun juga hanya melalui
surat perjanjian dengan kedua orangtua kandungnya dan didaftarkan secara resmi
dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat
tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat. Alasan ibu angkat
mengatas namakan anak kandung karena ibu angkat takut akan dikucilkan oleh
teman-temannya dan perolok-olokan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research dengan
pendekatan  kualitatif ~ deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan
observasi,wawancara dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah jorong,
alim ulama, catatan sipil,orang tua angkat yang telah melakukan pengangkatan
anak. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu yaitu pemeriksaan,
memperhatikan sesuatu yang lain diluar data keperluan, pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data. Kemudian terakhir analisis data dengan menggunakan
klasifikasi data, editing data,reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang mendasari perwalian
anak oleh orang tua angkatnya karena tidak mempunyai keturunan, orang tua
kandung memiliki ekonomi yang kurang mampu serta belas kasihan terhadap
orang tua kandunya. Pelaksanaan perwalian anak hanya sebatas surat perjanjian,
tidak dicatatkan di dinas kependudukan dan tidak ada penetapan pengadilan.
Kemudin dalam hal administrasi kependududkan, terutama akta lahir dan kartu
keluarga (KK) ke semua responden, anak angkat tersebut diatas namakan pada
orang tua angjatnya. Dan memngubah status anak angkat menjadi anak kandung.
Maka pelaksanaan perwalian anak dalam hukum Islam itu belum sesuai dengan
hukum Islam. Dan dari sini dilihat bahwa dari pelaksanaan perwalian anak tidak
dari penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua.
Dan mengubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Kata kunci: Perwalian Anak, Pelaksanaan Anak
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melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
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insanmulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang
patut dicontoh dan diteladani,pencerah dunia dari kegelapan serta keluarga dan
para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia NO 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata cara Penunjukan
Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan
Fenomena konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab
dilambangkan dengan huruf dan transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan tanda dan sebagian lain dilambngkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

I_Aur;léf Nan&;lr? ruf Huruf Latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be

<& Ta T Te

& Tsa Ts Te dan Es
z Jim J Je

z Ha H Ha

z Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De

3 Dzal Dz De dan Zet
D) Ra R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy Es dan ye
o Shad Sh Es dan Ha
o= Dhad Dh De dan Ha
L Tha Th Te dan Ha
5 Zha Zh Zet dan Ha
¢ ‘Ayn Koma terbalik di atas
¢ Ghain Gh Ge dan Ha
- Fa F Ef

A3 Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

J Nun N En

) Wau W We

o Ha H Ha

3 Hamzah Apostrof
& Ya Y Ye

Vi



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Hur_uf Nama
Latin
- Fathah A A
— Kasrah I I
. Dommah U U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf sebagai berikut:

T
anda dan Nama Gabungan Nama
Huruf
..... ¥ fathah dan ya Ai adani
S, fathah dan wau Au adanu

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
. fathah dan alif atau . a dan garis
e ya atas
- | dan garis di
..... Kasrah dan ya '
¢ y ! bawah
, _ u dan garis di
) dommah dan wau u
atas

vii



3. Tamarbutah
Transliterasi untuk Tamarbutah ada dua.
a. Tamarbutah hidup yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat
fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
b. Tamarbutah mati yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Tamarbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
Tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu:

J\. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara
katasandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

viii



yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti hurufgamariah adalah kata sandang yang
diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah
Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah
ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi i/, isim, maupun huruf ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua
cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab
huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD,
diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang



ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.
9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu

keresmian pedoman transliterasi in i perlu disertai dengan pedoman

Sumber tim: pustlitbag Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab

Latin cetakan kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan

pengembangan Lektur Pendidikan Agama.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ketika melangsungkan perkawinan banyak doa yang diberikan kepada
kedua mempelai untuk segera mempunyai anak. Anak adalah amanah sekaligus
karunia Allah Swt, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat
harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak
juga sebagai pembawa kebahagiaan dan sebagai banyak harapan bagi ke
dua orang tua.

Anak juga sebagai penerus keturunannya dan penerus bangsa. setiap
komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban
secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah
orangtua keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 hukum antara orangtua
dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk
memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri. Kewajiban
orang tua memberikan hak kepada anaknya tersebut tidaklah putus meskipun
orangtuanya telah berpisah atau bercerai. Anak harus tetap mendapatkan hak-
haknya. Sebagai orangtua berpartisipasi untuk melindungi dari kekerasan,
penelantaran, eksploitasi, dan deskriminasi sehingga dapat terwujud anak

Indonesia berkualitas berakhlak mulia.



Dalam keadaan tertentu dimana fungsi sebagai orangtua sebagai tumpuan
anak tumbuh dan berkembang tidak dapat lagi untuk memenuhi anak-anaknya
maka kepentingan anak terabaikan. Secara jasmani, rohani maupun sosial anak
belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban
untuk generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan
kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan kepentingan ini selayaknya
oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara
bahkan oleh negara sendiri. jika diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang
bertanggung jawab atas asuhan anak wajib melindungi gangguan-gangguan yang
datang dari luar mau pun dari anak itu sendiri.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus di penuhi disinilah kewajiban
dari orangtua ataupun walinya dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Dalam
masalah tertentu kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat di cabut.
Dalam hal di cabutnya kekusaan orangtua atas anak maka akan timbulmaka akan
muncul permasalahan baru lagi. yakni anak membutuhkan orang yang dapat
menggantikan posisi orangtuanya dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut.
Kemudian muncul kata perwalian.

Sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas tahun) atau belum pernah kawin®. Perwalian adalah pengawsan
terhadap anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan

harta-harta kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

'Kompilasi Hukum Islam Pasal 50 tentang perkawinan



Pada pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan tentang
perwalian.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 2

Pada dasarnya perwalian merupakan hal yang penting bagi kelangsungan
hidup seseorang anak yang belum cukup umur atau anak yang masih belum bisa
berdiri-sendiri baik dalam mengelola harta kekayaan maupun dalam mengurus
keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah hukum yaitu anak yang masih
belum cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu perlu adanya
perwalian atau mewakili seorang anak yang belum cukup umur di dalam
melakukan perbuatan hukum. Anak tidak berada dibawah kekuasaan orangtua
belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara baik dan dalam hal ini dapat
mengakibatkan anak atau tidak terdidik dengan baik. Keadaan seperti ini dapat
disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak
terpenuhi kebutuhan dasar anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orangtua dalam
lingkungan keluarga tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain
yang di dapat diserahi tanggung jawab tersebut.’

Anak yang sama sekali tidak ada hubungan dengan orang tuanya tersebut

dapat di adopsi di karenakan banyak anak-anak yang terlantar dengan sebab yang

“Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan
Wali pasal 1

*Zaki Fatullah, Penetapan Perwalian Anak Akibat Dari Perkawinan Campuran Pasca
Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penunjukan (thesis, Universitas Airlangga, 2020), him 3



bermacam-macam. Ada orangtua yang tidak mampu untuk mengurusnya, tidak
mampu membiayai kehidupanya, atau pun sebagai memancing bagi orang yang
tidak mempunyai anak supaya dikaruniai anak.

Anak-anak yang seperti inilah yang sangat memerlukan kasih sayang yang
sepenuhnya dan membutuhkan pertolongan orang-orang Yyang mampu dalam
kehidupannya. Pelaksanaan perwalian sebagai mana Yyang dimaksud tidaklah
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua
kandungnya.

Syarat dan tata cara penunjukan wali diatur lebih rinci. Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata
Cara Penunjukan Wali dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orangtua tidak ada, orangtua tidak
diketahui keberadaannya, atau sebab orangtua tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawab, seseorang yang berasal:

a. Keluarga

b. Saudara

c. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan.’

Begitu juga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Dalam pasal 7 yaitu

sebagai berikut:

1. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas unit pelaksana teknis
kementrian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah dan lembaga
kesejahteraan anak.

2. Unit pelaksana teknis kementrian/lembaga dan unit pelaksana teknis sebagai
perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak

3. Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi sebagai berikut:

a. Berbadan hukum berupaya yayasan dan terakreditasi
b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari
pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak

*Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan
Wali pasal 3



c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang sosial
d. Membuat pernyataaan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan
diskriminasi dalam melindungi hak anak
e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan
sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama dianut anak
f. Mendapat Persetujuan tertulis dari orang tua jika:
a. Masih ada
b. Diketahui keberadaannya
c. Cakap melakukan perbuatan hukum®
Ada Tujuh (7) keluarga di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat yang telah melakukan perwalian anak®. Ada orangtua angkat melakukan
perwalian anak tanpa dicatatkan ke kantor dinas kependudukan. Orangtua angkat
hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan
perjanjian kedua orangtua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada
surat permohonan atau melalui surat wasiat. Salah satu orang tua yang melakukan
perwalian anak yang berumur 4 hari dan merawat serta membesarkan anaknya
sampali saat ini umur 3 tahun, namun juga hanya melalui surat perjanjian dengan
kedua orangtua kandungnya dan didaftarkan secara resmi dikantor dinas
kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas
namakan anak kandung bukan anak angkat. Alasan ibu angkat mengatas namakan
anak kandung karena ibu angkat takut akan dikucilkan oleh teman-temannya dan
perolok-olokan.

Ke Tujuh keluarga yang telah melakukan perwalian anak masing-masing

masih dibawah umur. Enam keluarga ini telah melaksanakan perwalian anak

*Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
pasal 7

® Kasman, Asrida, Maryati, Bahrum, Fitri, Anugrah, Endra Yang Telah
Melakukan Pengangkatan Anak Di Kec. Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat



tidak dari keluarga dekat tetapi dari keluarga yang jauh. Alasan dari ke enam
keluarga ini untuk melakukan perwalian anak karena balas kasihan kepada orang
tua kandung karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mempunyai
keturunan. Ke enam keluarga ini melakukan perwalian anak dari anak sah bukan
dari anak zina. Orangtua angkat pun cendrung tidak memberitahukam kepada
anak mengenai asal-usul anak tersebut dan lebih memilih menyembunyikan
kebenaran orangtua kandung anak. Dalam status nasabnya pun akan terputus
dengan orangtua kandung. Proses pelaksanaan perwalian anak hanya sepucuk
surat dan perjanjian, didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan
pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak
kandung bukan anak angkat.

Padahal didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali didalam Pasal 8
dijelaskan bahwasanya Penunjukan wali di lakukan berdasarkan permohonan
atau wasiat orang tua.”

Sedangkan didalam pasal 10 yang berbunyi:

1) Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat
atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2) Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua sebagai mana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Dan pasal 108 KHI dimana orang tua dapat mewasiatkan kepada

seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan
kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia. 8

"Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
pasal 8

8Kk ompilasi Hukum Islam pasal 108



Dari latar belakang yang saya uraikan di atas maka peneliti tertarik untuk
mengangkat judul yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Ditinjau
Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat
. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti di atas, maka
dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak di
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan
Tata Cara  Penunjukan Perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat

. Tujuan Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan
Perwalian anak.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Penunjukan Perwalian anak



D. Kegunaan Penelitian

1.

2.

Adapun Kegunaan peneliti ini dapat berguna sebagai berikut:
Hasil peneliti ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam
menambah wawasan ke ilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk
peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang
sama.
Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam

menangani masalah ini menurut pandangan hukum Islam.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai

dalam penulisan ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan perintah-perintah Allah
yang mengatur prilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.’
Hukum Islam didalam penelitian saya adalah aturan Islam tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Adalah
Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yatim yang tidak berada dibawah
kekuasaan orang tua serta pengawasan harta kekayaan anak tersebut
sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.’® Pengertian perwalian didalam
penelitian saya adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk

melakukan sesuatu perbuatan sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama

4

L,

° Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yokyakarta:Lintang Rasi Aksara Books, 2016), him,

% Abd. Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Bogor, Kencana, 2003), Cet ke-
hlm 165



anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orangtua yang masih hidup
tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

. Anak adalah keturunan kedua. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada
dibawah kekuasaan orangtua tetapi berada dibawah kekuasaan wali.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 adalah
tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak*?

. Ditinjau adalah hasil dari kegiatan, pandangan dan pendapat.®* Di dalam
penelitian ini dimaksud dari ditinjau adalah pandangan hukum Islam Peraturan
pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata
cara penunjukan perwalian anak

. Studi kasus adalah penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam.* Tetapi
di dalam penelitian saya studi kasus adalah penyelidikan Peraturan Pemerintah
Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara

penunjukan perwalian anak

. Penelitian Terdahulu

1. Renaldy Ardenega Hugolaksono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional “’Veteran’’ Jawa Timur melakukan penelitian dengan

judul® ’Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Khadijah 2 Surabaya

! Ebta Setiawan, ’Hak cipta vadan pengembangan dan pembinaan bahasa’’, Kemdikbud

(Pusat Bahasa), http://kbbi.web.id/anak (tanggal 31 februari2011)

12 peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2029 Tentang Syarat Dan Tata Cara

Penunjukan Perwalian Anak

3 Meity Taqdir Qodratilah dkk, Kamus Bahasa Untuk Pelajar ( Jakarta: Badan

Pengembangan dan pimbanaan bahasa, 2011) Cet ke-1, him, 311

¥ Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cv. Jakad Media Publishing, Graha Indah,

2021), him. 30
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Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia’’. Di dalam penelitian ini penulis
menceritakan bahwa proses pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan
belum sesuai dengan peraturan dalam kitab Undang-Undang Hukum perdata
yaitu dengan adanya penetapan dari Hakim. Peralihan kekuasaan dari orangtua
kepada panti asuhan terjadi secara langsung dengan adanya penyerahan anak.
Hal ini dilakukan karena dinilai lebih sederhana tidak memakan terlalu banyak
waktu dan biaya.’

Sedangkan dalam skripsi penulis jelaskan berbeda dengan skripsi yang di
paparkan diatas, sedangkan judul skripsi penelitian ini Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 29 Tahun 20219 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus (Di
kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat) menjelaskan pelaksanaan
perwalian anak yamg di lakukan di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat tanpa melalui proses penetapan dari Pengadilan Agama dan
Pengadilan Negeri. Karena dengan melalui proses penetapan dari Pengadilan
Agama Dan Pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang banyak .

2. Nafa Farihah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan lImu Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Gunung Djati Bandung melakukan penelitian yang berjudul
“’Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara
Penunjukan Wali Jo Permensos Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan

Anak(Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Anak Bina Umat Banadung)’.

“Renaldy Ardenega Hugolaksono, ’Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan
Khadijah 2 Surabaya Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional ** Veteran’’ Jawa Timur, 2020, him, 4
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Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan pada perwalian pada Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak Bina Umat Bandung terjadi secara langsung dengan
adanya penyerahan anak pada pihak panti asuhan tanpa adanya penetapan dari
pengadilan seperti ketentuan Undang-Undang dengan begitu secara langsung
perwalian perpindah kepada panti asuhan.®

Sedangkan dalam skripsi penulis jelaskan berbeda dengan skripsi yang di
paparkan diatas, sedangkan judul skripsi penelitian ini Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 20219 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (studi kasus
Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat) Orang tua angkat
hanya langsung merawat dan membesarkan anak angkatnya berdasarkan
perjanjian kedua orang tua kandung. Dan melakukan perwalian anak tanpa ada
surat permohonan atau melalui surat wasiat. Proses pelaksanaan perwalian
anak hanya sepucuk surat dan perjanjian, didaftarkan secara resmi dikantor
dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman Barat tetapi
mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat.

3. Bondan Akhidaputra Nurhadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta, melakukan penelitian berjudul, ‘’Pelaksanaan
Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunung kidul Menurut Hukum Di
Indonesia peneliti ini menjelaskan, pengangkatan anak di Gunung Kidul ada

yang belum sesuai dengan prosedur. Masih ada orang tua yang melakukan

6 Nafa Farihah, 'Tinjauan Yuridis Perwalian Anak Dihubungkan Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Jo Permensos
Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Lembaga Kesejahteraan Anak
Bina Umat Banadung) SkripsiFakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Gunung Djati Bandung, 2020,him 15
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pengangkatan anak tanpa di daftarkan secara resmi di kantor dinas
kependudukan. Orang tua angkat hanya langsung merawat dan membesarkan
anak angkatnya berdasarkan perjanjian dengan orang tua kandung.*’
Sedangkan dalam skripsi penulis jelaskan berbeda dengan skripsi yang
dipaparkan diatas, sedangkan judul skripsi penelitian ini Pelaksanakan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, penelitian akan menjelaskan proses
pelaksanaan perwalian anak dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat. Kemudian penelitian ini juga membahas pandangan hukum Islam
mengenai perwalian anak di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat. perwalian anak hanya sepucuk surat dam perjanjian, Didaftarkan secara
resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasaman
Barat Tetapi Mengatas Namakan Anak Kandung Bukan Anak Angkat
G. Sistematika pembahasan
Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini,
adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan
didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Batasan Masalah, Batasan Istilah,
Tinjauan Pustaka, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika

Pembahasan.

7 Bondan Akhidaputra Nurhadi, Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten
Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,2018,
him 4
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Bab 1l adalah Membahas Tentang Makna Perwalian Dan Sub-Subnya
Bagiannya, Yang Dibahas Secara Hukum Islam.

Bab 1l Metode Penelitian Memuat Tentang Jenis Penelitian, Lokasi
Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data Dan
Pengolahan Dan Analisis Data

Bab IV merupakan Hasil Penelitian Dari Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata
Cara Penunjukan Wali Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Batat

Bab V Penutup Terdiri Dari Kesimpulan dan Saran



BAB Il
LANDASAN TEORI
1. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan
A. Pengertian pelaksanaan

Pelaksanaan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara,
perbuatan yang melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.
Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana
yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan
setelah perencanaan sudah dianggap siap.™®

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan
merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
dengan dilengakapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang
melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang
harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah yang operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian-pengertian di atas memeprlihatkan bahwa kata pelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar

*® http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan
actuating/, diakses 28 februari 2022 pukul 14.30

14



15

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dan dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan
suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan
kondisi yang ada, baik itu lapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam
kegiatannya melibatkan beberapa unsusr disertai dengan usaha-usaha dan
didukung oleh alat-alat penujang.

Pengertian pelaksanaan menurut para ahli:

1. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah
perluasan aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara
sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan
kegiatan.*

2. Menurut harsono pelaksanaan adalah suatu proses untuk melaksanakan
kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.
Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu

program.”

® Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, ( Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), him. 70
2% Harsono, Implementasi kebijakan publik, ( bandung:Alfabeta, 2002), him 16
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B. Faktor-faktor yang dapat menuunjang program pelaksanaan
Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan sebagai
berikut:**

a. Komunikasi merupakan suatu proram yang dapat dilaksanakan dengan hak
apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian
informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan.
ini menyangkut pada informasi yang lebih jelas bagaimana pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang
Syarat, Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.

b. Sumber daya dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhi jumlah
staff kualitas dan mutu. Informasi yang diperlukan guna pengambilan
keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan
tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Untuk
memberikan informasi gunanya untuk pengambilan keputusan dalam
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian anak dan
memberikan tugas dan tanggung jawab kepada anak angkat.

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program
khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Bagaimana
sikap bagi masyarakat yang telah melakukan Pelakaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan

Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak.

! Lutfi Nurtika, pelaksanaan pembelajaran daring di Era Covid-19, (Danau Banu: Hka
cipta, 2020), him 74-75



17

d. Struktur birokrasi yaitu yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan
program. Jika ini sulit untuk mencapai hasil yang memuaskan, karena
penyesalan khusus tanpa bila yang bila baku. Ini mengatur tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak. pada
masyarakat se Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
pelaksanaan perwalian anaknya adalah tidak disidangkan, hanya sepucuk
surat dan mereka mengngkat anak dari anak yang sah bukan anak zina.

Ke empat program diatas, dipandang mempengaruhi keberhasilan. Suatu
proses implementasi, namun ada juga keterkaitan dan saling mempengaruhi
antara suatu faktor yang satu dengan faktor lainnya. Selain itu dalam proses
implementasi terdapat 3 macam yaitu:

a. Adanya program (kebijaksanaan) yang sedang dilaksanakan. Kebijaksanaan
dalam menyelesaikan Pelaksanaan Peraturan Penerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan
Perwalian Anakm Ditinjau Dari Hukum Islam

b. Kelompok masyarakat yang menjadi susunan dan manfaat dari program
perubahan dan peningkatan. Masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi salah satu yang telah melakukan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak

c¢. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perseorangan yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengawasan dari proses
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implementasi tersebut. Yang telah melakukan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak itu dilakukan hanya perseorangan

tidak beradasarkan organisasai.

C. Fungsi Pelaksanaan

Dengan adanya pengertian dan faktor-faktor penunjang pelaksanaan

tentunya pelaksanaan juga memiliki fungsi ataupun kegunaan pelaksanaan

dimana yang menjadi fungsi pelaksanaan adalah sebagai berikut:*?

1.

Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan
pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif
dan efisisen dalam pencapaian tujuan. Di dalam Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak ibu angkat selalu membimbing anak
angkatnya kejalan yang benar dan selalu mermberi motivasi kepada anak

angkatnya.

2. Memberikan tugas dan penjelasan yang rutin mengenai pekerjaan.

3.

Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Menjelaskan konsep yang telah
ditetapkan dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan
Perwalian Anak.

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak

dalam organisasi serta proses memotifasi agar semua pihak tersebut dapat

*2 Al-Istigomah dan | Ketut Andika, Makalah Fungsi Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan

Sumberdaya Manusia, 5 April 2022, him 7
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menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas
yang tinggi. Proses Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 29 Tahun
2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Di
Kecamatan Gunung Tuleh adalah hanya sepucuk surat dan ditanda tangani ,
dan tidak disidangkan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negri.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak
Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat
hidup, tumbuh, kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran,
eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu mengacu pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang maka upaya
perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam
kandungan sampai berusia 18 ( delapan belas) tahun yang merupakan tanggung
jawab dari orang tua, keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat.
Sebagaimana dalam KUH Perdata pasal 330 dinyatakan bahwa mereka

yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan
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tidak lebih dahulu menikah.?® Dalam keadaan tertentu dimana fungsi orang tua
sebagai tumpuan anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak anak
maka kepentingan anak terabaikan. Penyebab terabaikannya kepentingan anak
yaitu bersumber pada orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk
kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak perlu menunjuk
wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum yang
ditetapkan oleh pengadilan.

Yang mana dicantumkn pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian
Anak pada pasal 1 ayat 1 wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Sedangkan
menurut para ahli mengemukakan pengertian perwalian yaitu:

1. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas
nama anak yang tidak mempunyai kedua orangtua atau orang tua yang masih
hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.?*

2. Prof. Subekti, perwalian (voogdji) adalah pengawasan terhadap anak yang
dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta

pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut di atur oleh Undang-Undang.?

2 Fitria pratiwi dan Lis Sutimah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab
Undang-Undang Acara Perdata, (Jakarta: Visi Media, 2015 Cet Ke-1), him. 115

Ahmad Ropig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, ( Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada,2000), Cet. Ke-4, him. 258

%> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta: Intermasa, 2002) cet Ke -30, him. 52
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3. Ali Afandi, perwalian (voogdji) adalah pengawasan terhadap pribadi dan
pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu
tidak berada ditanah kekuasaan orang tua.”®

Perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku
pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum
dewasa atau belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangakan
perwalian dalam arti umum yaitu ‘’segala sesuatu yang berhubungan dengan
wali’’. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak
yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.

2. Pengasuh pengantin prempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan
janji nikah dan pengantin.

3. Orang saleh (suci), penyebar agama

4. Kepala pemerintah.?’

Acrti-arti tersebut saja pemakainya disesuaikan dengan konteks kalimat.
Adapun yang dimaksud dengan perwalian disini yaitu pemeliharaan dan
pengawasan anak yatim dan hartanya. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah,
pemeliharaan dan pengawasan harta itu bukan hanya untuk anak yatim saja, tetapi
juga berlaku untuk orang gila, anak yang masih kecil (kanak-kanak), safih (idiot) ,

dan bangkrut.?®

% Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, ( Jakarta: Pt Rineka
Cipta, 2004), cet Ke -4, him. 156

27 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, ( Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-4, him,
165

*® Muhammad Jawad Mugniyah, Fikih Lima Mazahab, ( Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali), him. 80
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Sedangkan pada pasal 1a kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan
perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan
suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang
tidak mempunyai orangtua®

Tugas dan tanggung jawab wali sebenarnya sangat berat karena seorang
wali disamping harus mengurus anak tersebut juga harus menjaga dan memelihara
harta benda anak yatim tersebut. Kewajiban harus mencatat baik pengeluaran
maupun perubahan dari harta benda anak yang berada dibawah perwalian agar
harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada anak itu pada saat dewasa dalam
keadaan baik dan jelas dan tidak menimbulkan fitnah.*

Menurut volmar terlepas dari batas-batasan dalam hal khusus, ada suatu
batas dengan suatu pribadi di dalam yang sudah dan yang belum dewasa jika
dahulu kedewasaan seseorang adalah 23 tahun dengan Undang-Undang Anak
tahun 1901 sebagaimana disebutkan dalam nomor terdahulu, batasannya
diturunkan menjadi 21 tahun. Orang dapat memperoleh kedudukan sebagai
seorang dewasa lebih awal dengan surat-surat pernyataan sudah dewasa, suatu
kedewasaan akan segera ada karena terjadinya suatu perkawinan.*

Adapun menurut Kansil seseorang dianggap telah dewasa adalah mereka
yang telah dapat atau memiliki hak untuk dapat mengeluarkan suara pendapatnya
untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Melalui dengan pemilihan umum

dan salah satu syarat supaya bisa untuk memilih dan salah satu syarat utama bagi

2 KHI pasal 1a

® Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penun jukan Wali

31 \Volmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, ( Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 1996),
Cet ke-4, him. 150
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seorang pemilih dalam pemilihan umum adalah sudah genap 17 tahun atau sudah

pernah kawin sehingga dia berhak untuk memilih dan mengeluarkan pendapat.*
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang

Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak. Syarat penunjukan wali pada

pasal 3 yang berbunyi:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua
tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
a. Keluarga Anak;

b. Saudara;

c. orang lain; atau

d. badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan Keluarga Anak.

3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk Saudara.

4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk
orang lain atau badan hukum.

Tata cara penunjukan wali pada pasal 8 yang berbunyi:
Penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua

Pasal 9

1. Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 harus memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh
seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan.

2. Permohonan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.

3. Permohonan penunjukan wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang
telah diterima oleh pengadilan ditetapkan melalui persidangan.

4. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan
penetapan dari pengadilan

%2 Cst. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
him. 19
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1. WaF;?tS?JIr;r?g tua sebagaimana dimaksud pada pasal 8 melalui surat wasiat atau
denagn lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Penunjukan wali berdasarkan wasiat orang tua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.®

3. Perwalian Menurut Hukum Islam

A. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang
mencintai.3* Perwalian secara etimologi (bahasa), memiliki beberapa arti
diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari
awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau
pelindung. Dalam literatur fikih Islam perwalian disebut al-walayah
(alwilayah) orang yang mengurus atau yang menguasai pembahasan.

Perwalian dalam figih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan
perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut figih ialah penguasaan penuh
yang diberikan oleh Agama kepada seseorang untuk menguasai dan
melindungi orang dan barang. Orang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Menurut pasal 1a kompilasi Hukum Islam huruf h dikemukakan perwalian
adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu
perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang

tidak mempunyai orang tua. Adapun perwalian menurut hukum Islam adalah

sebagai berikut: perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada

** Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan
perwalian pasal 3-9

% Ahmad Warson Munawwir, Kamus Almunawwir, (Jogjakarta: Pondok Pasantren
Almunawwir, 1984), him, 1960
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seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan
dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua.*®

Pada dasarnya perwalian menurut hukum Islam adalah kekuasaan yang
diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan
dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan anak, yang
meliputi perwalian diri juga harta kekayaan. Adapun anak yang belum umur 21
tahun atau belum pernah menikah. Selain dari itu masalah perwalian juga
mengenai anak kecil, orang gila dan safih.
1. Anak kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayah,
sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut
pendapat sebagai ulama Syafi’i.*® Para ulama mazhab berbeda pendapat
tentang wali yang bukan ayah.

Hamabali dan Maliki mengatakan: wali sesudah ayah adalah orang yang
menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang
diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syariy®’. sedangkan kakek
sama sekali tidak mempunyai hak dalam perwalian, sebab kakek menurut
mereka tidak bisa mempunyai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak

ayah sudah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu.*®

% Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2004) ,
him, 14

% Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit, him. 167-168

% Muhammad Jawad Mughniyah, Op.cit, him. 731
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Hanafi mengatakan: para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima
wasiat dari ayah. Sesudah itu kakek dari pihak ayah, lalu orang yang
menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh
ketangan gadhi.

Syafi’i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari
kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada
penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada gadhi. Imamiyah
mengatakan perwalian, pertama-tama berada di tangan ayah dan kakek (dari
pihak ayah) dalam derajat yang sama, di mana masing-masing mereka
berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa serikat yang lain.
Yang mana saja diantara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali
maka dialah yang dinyatakan seabagai wali anak itu, sepanjang dia bisa
melaksanakan kewajibannya.

Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali anak, maka yang
didahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing
mereka bertindak dalam bentuk bertentangan satu sama lain, maka yang
didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu sedangkan yang berkemudian
dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang
didahulukan adalah kakek. Sedangakan bila tidak ada ayah dan kakek.

Perwalian jatuh ke tangan orang yng menerima wasiat dari ayah
seseorang di antara keduanya. Dalam hal ini kakek didahulukan dari

penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, dan tidak pula terdapat penerima
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wasiat ayah. Bila tidak ayah kakek, tidak pula terdapat menerima wasiat
kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan syar’i.
2. Orang Gila
Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama
mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila
sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda ini pendapat di
atas adalah pendapat golongan mazhab Imamiyah yang disebutkan
kemudian ini yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan
orang-orang yang gila sesudah mereka beranjak dewasa dan mengerti.
Perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan
orang gila yang tergolong kategori kedua, perwaliannya berada di tangan
hakim.
3. Anak Safih
Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak
kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena sa-fih-an
(idiot), maka perwaliannya berada di tangan hakim tidak pada ayah dan
kakek apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka

berusaha.
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Dasar Hukum Perwalian
1. Ayat Dan Hadist
Sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya perwalian anak merujuk
kepada ketentuan umum yaitu Al-Quran dalam Surah al-Bagarah ayat 282

yang berbunyi:

*” jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)
atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu)’’.

Di dalam tafsir Almisbah dijelaskan, bahwa orang yang lemah akalnya
tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah
keadannya seperti sakit atau sangat tua, atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan atau
boleh jadi malu maka hendaklah wanita meng imlakkan dengan jujur.®

Surah AN-nisa ayat 5 yang artinya:

S, & 2 2 > - EE N Z . Acsar 1o Do }//=£/~,./‘ - o faf -
b 150585 a5 ST G o 83515 L S0 T Jas 1 oSl £l 1555 Y5
@UJ}; N33

“ Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna
akalnya, harta ( mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah

% M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishah ( Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)
Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-2, him. 605-606



29

sebagai pokok kehidupan. Berilah kepada mereka belanjan dan pakaina (dari
hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”>*°

Didalam tafsir Almisbah janganlah kalian serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurna akalnya yang tidak bisa mengatur harta benda. Harta
yang menjadi hak milik mereka. Karena harta mereka dan harta anak yatim itu
seolah-olah harta kalian juga yang harus dijaga agar tidak hilang.Allah telah
menjadikannya sebagai sumber kehidupan dari keuntungannta, berilah kepada
mereka sekedar bagian yang mereka butuhkan untuk makan.Berikan pula
mereka pakaian, pergauilah mereka dengan baik dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang baik, tanpa menyakiti dan merendahkannya.*

Adapun dalam hadits Nabi saw, yang menjelaskan mengenai ketentuan

dan dasar hukum perwalian. Nabi saw bersabda:

Hadist perwalian
3 oA AR T 3.0 3 W £ SO Y 18 sy asle ) (i G G il BV T e g ol 08
FEQP
"Dari Abi Musa Al Asy’ari R.A. bahwa Nab i S.A.W: Tidak ada nikah, kecuali dengan wali.”’
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam kompilasi hukum Islam, masalah perwalian diatur dalam pasal 107-
112, yaitu

Pasal 107
1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

0 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Hakim Al-Qur’andan Terjemahan , him.
77

*1' M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah ( Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an)
Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-2, him. 330-332
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N

. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.

3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya,
maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk
bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain

yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau

badan hukum.

Pasal 108

“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk
melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah
ia meninggal dunia.”

Pasal 109

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan
hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya
bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau
menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan
orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Pasal 110

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah
perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan
bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan
orang yang berada di bawah perwaliannya.

2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang
yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut
menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya yang tidak
dapat dihindarkan.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat
kesalahan atau kelalaiannya.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4)
Undang-undang No.l tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat
(3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu
kali.

Pasal 111

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau
telah menikah.

2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang
mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah
perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112
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”Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya,
sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf
kalau wali fakir.”*?

Perwalian meliputi terhadap diri dan harta kekayaan bila wali tidak mampu
berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya maka pengadilan Agama
dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas
permohonan kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya di ambil dari keluarga
anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur
dan berlakuan baik atau badan hukum.

Pada Pasal 109 orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan
hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-
anaknya sesudah ia meninggal. Ketentuan dalam kompilsi hukum Islam
memang lebih tegas dari pada Undang-Undang perkawinan, karena dalam
kompilasi Islam konsepnya adalah bagi orang Islam. Maka penunjukan
Pengadilan Agama dilibatkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul
akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.*®

Alasan lain dari pada penunjukan wali, termasuk wewenangnya untuk
mengalihkan barang kekayaan anak yang berada dalam perwaliannya, hanya di
perbolehkan apabila kepentingan anak menghendakinya (pasal 48 jo. 52 UU
Perkawinan). Apabila dalam kenyataannya, wali yang ditunjuk tidak
melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi

tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut.

* Kompilasi Hukum Islam Pasal 107-112
*8 Ahmad Rofig, Op. Cit HIm. 262-263
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C. Sebab-Sebab Terjadinya Perwalian Di Dalam Hukum Islam
1. Sebab-Sebab Terjadinya Perwalian Di Dalam Hukum Islam
Sebab-sebab perwalian itu pada intinya menitik beratkan pada tiga hal
yakni yang belum dewasa, orang bodoh dan idiot orang dewasa serta
mengobralkan kekayaan/harta kekayaannya, serta dewasa tetapi mengalami
penyakit kurang ingatan atau pelupa.
a. Belum dewasa

Ketentuan tentang kedewasaan seseorang menurut hukum Islam dapat
ditentukan beberapa jalan yaitu:

1. Ditetapkan dengan adanya ciri khas kedewasaan. Seperti menstruasi
atau haid bagi orang wanita atau ihtilam (keluar sperma) bagi laki-
laki.

2. Ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu. Apabila ciri-ciri
kedewasaan tersebut di atas tidak didapatkan dapat pada seseorang,
karena ia mendapat gangguan jasmaniah, maka kedewasaan itu dapat
ditetapkan dengan tercapainya umur tertentu.

Menurut ulama Maliki dan Hanafi apabila seorang laki-laki telah
mencapai umur 18 tahun dan seorang perempuan mencapai umur 17
tahun, maka mereka adalah orang dewasa. sedangkan menurut ulama,
Syafi’i dan Hambali kedewasaan seoarang laki-laki maupun perempuan
dengan tercapai umur 15 tahun.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahawa untuk mendapatkan

suatu kedewasaan seorang telah mencapai pada usia tertentu, dari
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kalangan ulama mazhab menentukan kedewasaan seseorang lebih
condong kepada tanda-tanda biologisnya, sehingga kedewasaan selalu
dilihat dari segi keumuman apabila seorang laki-laki telah mengeluarkan
mani dan seorang perempuan telah menstruasi
b. Orang yang pelupa
Sebab terjadinya juga pelaku bagi anak yang belum dewasa namun
yang pelupa juga sebab terjadinya perwalian sebagaimana firman Allah

dalam Qs: Al-Bagarah 282:

- b g £ . . 2 SE 72 _ JE _  _ 4. P . . - -

U 5o o of akiis ¥ 31 ead 51 Gl ol 4o ol OF o
c o4

T JAL s

“jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya dan lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka
hendaklah hendaklah walimya mengimlakkam dengan adil”’ (QS. Al-

Bagarah: 282)*

Dari ayat diatas dapatlah disimpulkan bahwa seorang bodoh atau
lemah karena telah tua, hendaklah mengangkat seorang wali yang dapat
mewakilinya dalam segala hal baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk

hartanya.

Menurut Imamiyah, Hambaliyah dan Hanafiyah, apabila seorang
anak kecil telah menginjak dewasa (masa baligh) dalam keadaan

mengerti lalu terkena ke sefihan (idiot), maka perwaliannya berada

*“Qur’ an dan Terjemahan , depertemen agama republik Indonesia oleh
halim, hlm 47
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ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apabila tidak ada orang-

orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.*®

Maksud dari orang pelupa adalah orang yang tidak mampu
mengurus dirinya-sendiri, sehingga perbuatannya sering merugikan diri-
sendiri dan masalah fikih orang pelupa disamakan orang yang bodoh,

karena orang pelupa itu lemah ingatannya.

c¢. Orang yang mengalami sakit ingatan
Orang yang sakit ingatan dapat berpikir dengan baik, maka
hendaknya mengangkat seorang wali untuk mengurus dirinya dan hak
miliknya. Sebab orang yang gila itu ataupun setengah gila tidak dapat
memberikan kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan juga untuk hartanya.

Orang yang gila dari sebab tanggung jawab, sebagaiman hadist nabi saw:

e.al.d\uﬁM)-IuﬁP-‘ﬂ\@Jd\é#ﬂj&ﬂ\u&é&)\dﬁ)u@&ﬂ\wﬂ)m&u.c
JAL‘JA;‘Jauﬂ\Lﬁ?}\Jaauaa‘;ﬁﬁd\kaglNuuaauga

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata,
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah
mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari hammad dari
Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu
diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang
gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig."*°

Dari hadist di atas dapatlah di simpulkan bahwa yang dapat di
berikan pertanggung jawaban hukum hanya bagi orang-orang yang sehat
pola pemikirannya dan atas kemauan sendiri karena orang yang tidak

berakal fikiran merupakan orang yang tidak paham tentang pertimbangan

*Muhammad Jawad Mughniyah, Op.cit. him. 733
*Kitab Hudud, Bab; gila atau melanggar hukum had, Nomor hadist 4398
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dan sama sekali didalam segala tindakan yang disertai pertanggung

jawaban, sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain

D. Syarat Wali dan Yang Berhak Menjadi Wali
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar ia dapat dijadikan
wali (sama dengan persyaratan wali dalam hadhonah) bagi orang-orang yang
yang tidak atau belum cakap bertindak hukum syarat-syarat yang akan
menjadi wali diantaranya sebagi berikut:
A. Orang mukallaf, karena orang mukallaf adalah orang-orang yang dibebani

hukum Dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.

B Muslim, wali itu seorang muslim apabila yang kawin itu orang muslim pula.

C. Adil, wali itu seseorang yang harus cerdas dan adil.

D. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum Oleh sebab itu anak kecil,
orang gila, orang mabuk, dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai

wali.’

E. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian

non muslim terhadap muslim adalah tidak sah.

F. Adil, dalam artian istigamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan

senantiasa memelihara kepribadiannya.

* Kamal Muktar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta: Bulan Bintang
2004), cet Ke-4, him 94-97



36

G. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah,
karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang
diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak

sah menjadi wali.
H. Wali senantiasa bertindak untuk kemaslahatan yang diampunya.*®

Semua syarat-syarat tersebut harus ada semenjak pengangkatan wali dan
menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila
suasana berubah misalnya hilangnya salah satu syarat-syarat untuk menjadi
wali di atas, maka seorang menajdi wali dicabut kekuasaannya.

Para ulama mazhab bahwa sepakat orang yang menerima wasiat untuk
menjadi wali. Dipersyaratkan harus baligh dan berakal sehat, mengerti dan
seagama bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu
harus adil, sekalipun ayah dan kakek.*

Namun tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti
menutup pintu perwalian dengan semen beton, bukan hanya untuk batu dan
semen berlaku adil sebab itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga,
dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Para ulam mazhab sepakat tindakan-tindakan hukum wali yang dilakukan
wali didalam hartanya orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang
hal itu baik, dan bermanfaat, dinyatakan sah sedangkan yang menimbulkan

mudharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama

*®Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, ( Jakarta:
Kencana, 2008), cet ke 1, him. 169-170
*Muhammad Jawad Mugniyah, Op. Cit , him. 734
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mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi tidak juga
mudharat.

Sebagian ulama Imamiyah mengatakan hal itu dibenarkan yang mana kala
yang melakukannya adalah ayahnya atau kakeknya. Sebab yang di isyaratkan
disitu adalah tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus untuk membawa
maslahat. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap
berlaku sekalipun mafaat dan mudharat bagi anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan: tidak ada perbedaan ayah, kakek dan
hakim serta orang yang diberi wasiat, yang mana tindakan yang diberikan
kepada mereka lalu tindakan tidak dipandang sah bila membawa manfaat.
Pandangan yang serupa ini juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah
maka wali boleh menggunakan harta anak kecil untuk berdagang, orang gila
dan safih atau menyerahkan sebagian modal bagi orang yang berdagang-
dagangannya, membeli sebagai perabot, menjual sebgai hartanya,
meminjamkannya dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat adanya
kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahatan yang terdapat pada hutang hanya
terbatas kepada kehawatiran akan hilangnya harta.*

E.Tugas kewajiban wali
Dalam hukum Islam tugas dan kewajiban. kewajiban wali ialah seperti
tugas seorang ayah kepada anaknya untuk menjalankan kekuasaannya orang
tuanya. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara

anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) dan mengelola harta

%0 Abdul Rahman Ghazali, Op.cit, him. 169-167i
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kekayaannya seperti orang tua.>* Seorang ayah atau nenek dapat memberikan
wasiat kepada orang lain sebagi wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.

Di lakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga
kesejahteraan anak mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan
segala macam yang dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan dan
pendidikan seorang anak yang masih dibawah umur. Perwalian terhadap
pribadi anak adalah dalam bentuk pengurusan dalam diri anak, mulai dari
pemeliharaan, mengasuh, serta memberikan pendidikan dan bimbingan
agama. Semua pembiayaan hidup adalah menjadi tanggung jawab wali
sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya, adalah dalam bentuk
mengelola harta benda anak dengan baik termasuk mencatat jumlah harta
benda ketika dimulai perwalian. Mencatat semua perubahan-perubahan selama
perwalian serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai
perwaliannya karena anak sudah dewasa dan mampu untuk mengolah atau
menjaga harta bendanya sendiri.

Tugas dan kewajiban wali adalah mengurus pribadi anak serta harta
kekuasaan anak yang berada dibawah perwaliannya untuk kepentingan dirinya
sendiri. Kemudian perincian tugas dan kewajiban terhadap diri dan harta
benda yang dibawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 kompilasi

hukum Islam:>?

>'Volmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 199), Cet Ke-4,
him. 161

%2 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban perwalian,Pasal 110 Dan 111
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1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah
perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan
bimbingan agar, pendidikan dan keterampilannya untuk masa depan orang
yang berada dibawah perwalian.

2. Wali dilarang mengikatkan, memberi dan mengasingkan harta orang yang
berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut
menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau
merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat
kesalahan dan kelalaiannya.

4. tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal ayat (4) Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 pertanggung jawaban wali tersebut ada 3 harus
dibuktikan dalam pembukuan yang ditutup dalam satu setahun sekali.

Dalam pasal 111 ayat (I) KHI, wali bertanggung jawab menyerahkan
seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan
telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin
. Pembuktian Asal-Usul Anak

Peralihan anak angkat menjadi anak kandung hal itu dikarenakan orang tua
angkatnya mengubah status anak angkatnya menjadi anak kandung
berdasarkan akta kelahiran. sehingga dengan demikian terjadi pengkaburan
status asal-usul anak yang diadopsi. Secara yuridis anak angkat tidak akan

berstatus sebagai anak kandung. Adapun pembuktian asal-usul anak menurut
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UU No. 1 tahun 1974, Pasal 55 asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan

dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

berwenang. Adapun pembuktian asal-usul anak, menurut Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 55, yaitu:*

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang
autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak
setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang
memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi
pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang
bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Sedangkan pembuktian asal usul anak menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI) terdapat pada Pasal 103, yaitu:

A. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau
alat bukti lainnya.

B. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak
ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-
usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan

bukti-bukti yang sah.

% Tim Redaksi Pustaka Yustisia dkk., peny., UU RIl. No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 26.
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C. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat (2), maka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan
Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti autentik asal usul
anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis
merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum di dalam hukum

Islam. Dalam hukum Islam asal-usul anak dapat diketahui dengan adanya

ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal

yang lazim pada usia janin dalam kandungan, maka pembuktian secara formal,
hanya bersifat administratif, asal-usul anak dengan akta kelahiran atau surat
kelahiran. Penentuan perlunya akta kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip
mashlahat mursalah (kemaslahatan yang terlepas dari syariat atau dengan kata
lain kebaikan yang tidak disinggung-singgung benar-tidaknya dalam syariat,
baik secara umum maupun secara khusus), yaitu merealisasikan kemaslahatan
bagi anak. Selain anak akan mengetahui secara pasti orang tuanya, dan apabila
suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akta kelahiran sebagai bukti
autentik, anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Tetapi bagaimana jika
anak angkat tersebut berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran, maka
akan menyisakan masalah antara lain meliputi; faktor-faktor apakah yang

menyebabkan anak angkat dapat berstatus anak kandung berdasarkan akta
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kelahiran, dan bagaimanakah konsekuensi hukum anak angkat yang berstatus
anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam.>*

Sejatinya tidak ada nash al-Qur’an yang secara langsung mengatur
pencatatan kelahiran seorang bayi. Masalah ini masuk ruang lingkup
muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur secara
eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam
diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu,
maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konteks ini
mencatatkan kelahiran anak bisa menjadi wajib jika kemashlahatannya lebih
besar. Pencatatan itu berguna menjaga status dan asal-usul anak. Serta
mengingat manfaat akta kelahiran adalah sebagai bukti autentik ketika terjadi
sengketa waris, sengketa wasiat atau hibah, maka pencatatan kelahiran menjadi
penting. mencatatkan kelahiran akan membawa mashlahatannya bagi setiap
orang yang mencatatkannya. Tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk
mencatatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian.

Akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebut
di sana adalah keturunan dari orang atau orang-orang yang disebutkan di
dalamnya.>® Akta kelahiran berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia dan
Asing (termasuk keturunan Eropa, Cina atau Tionghoa, Indonesia Nasrani

maupun Islam dan lain-lainnya).

>* M. Luthfi Mustadi, Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta
kelahiran ditinjau dari hukum islam ( studi kasus di kecamatan Medan Denai), skripsi fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara medan, 2018, hlm 53

> J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), him. 87.
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Akta kelahiran menjadi syarat utama untuk memperoleh pelayanan
masyarakat lainnya. Sebagai generasi penerus anak-anak memiliki hak-hak
tertentu yang harus dipenuhi negara. Salah satunya adalah memiliki identitas
diri atau akta kelahiran yang sangat mempengaruhi pengakuan
kewarganegaraannya. Selain wujud pengakuan negara mengenai status perdata
dan status kewarganegaraan seseorang, akta kelahiran memiliki manfaat yang
sangat besar, karena hampir semua urusan akan membutuhkan akta kelahiran.
Seperti untuk mengajukan kredit ke bank, pembuatan paspor dan lain
sebagainya.

G. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. pengangkatan
anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal
denagan istilah “’tabanni’’ yang berarti mengambil anak angkat. menurut
Wahbah al-Zuhaili pengertian Pengangkatan anak (tabanni) ‘’Pengambilan
anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, lalu anak tersebut di
nasab-kan untuk dirinya. Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki
maupun perempuan yang dengan berniat menasabkan seorang anak kepada
dirinya walaupun anak tersebut sudah memiliki nasab yang jelas pada orangtua
kandungnya. Pengangkatan anak dengan pengertian diatas sudah jelas
bertentangan dengan hukum Islam, maka dari itu menasabkan seorang anak

kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. *®

*® Drs.H. Andi Syamsu alam, SH.,MH dan DRS H.MFauzan SH.,MM.,MH, Hukum
pengangkatan anak perspektif islam, ( Jakarta: Kencana 2008), cet ke-1, him 20
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Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat
yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat
anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia
memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih
sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan namun
demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia
tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan
anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah
seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak
orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak
kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.

Definisi yang pertama memberikan gambaran tentang anak angkat, bahwa
status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharan nafkah, kasih
sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak asasi sebagai anak
lainnya. Tanpa harus dipersamakan hak-haknya dengan status anak kandung.
Definisi kedua menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi
pada zaman jahiliyah, dan pengangkatan anak yang dikenal pada masyarakat
Tionghoa yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan
memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu,
anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana
hak warisan yang diperoleh anak kandung.

Imam Al-Qurtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, Rasulullah

S.A.W. pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, dan
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memanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad S.A.W. juga
menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Oleh karena Nabi SAW.
telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian
memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai
anaknya ini diumumkan oleh rasululloh. Di depan kaum Qurasy. Nabi
Muhammad SAW. juga menyatakan bahwa dirinya dan zaid saling mewarisi
Zaid kemudian dikawinkan dengan zainab binti Jahsy, putri aminah binti
Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad Saw. oleh karena Nabi Saw. telah
menganggapnya sebagai anak maka para sahabat pun kemudian memanggilnya
dengan Zaid bin Muhammad.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, turunlah surat Al-

Ahzab (33) ayat 4 dan 5
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai)
saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu
terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang
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disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang’’®’

Dari ketentuan diatas sudah jelas bahwa, allah melarang pengangkatan
anak dengan akibat hukum seperti diatas saling (mewarisi) dan memanggilnya
dengan anak kandung.

Agama Islam menganjurkan ummatnya untuk saling tolong menolong dan
membantu sesama manusia, jadi juga menolong dan membantu anak-anak
atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu. Dalam upaya menolong anak-
anak atau bayi yang terlantar, agama Islam kemungkinan untuk melakukan
pengangkatan anak tetapi dalam artian pengangkatan anak dijadikan seperti
anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengngkatan anak bertujuan
untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat bukan melanjutkan anak
keturunan.

Dari ketentuan diatas sudah jelas bahwa, allah melarang pengangkatan
anak dengan akibat hukum seperti diatas saling (mewarisi) dan
memanggilnya dengan anak kandung.

Pasal 171 KHI menegaskan dengan pengertian anak. Anak sebagai’’ anak
yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan
dan sebagainya beralih tanggung jawabna dari orang tua asal kepada orang
tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan demikian menurut

hukum Islam vyang diperbolehkan pengangkatan anak yang bentuk

hubungannya sepserti pemeliharaan anak.*®

7Q.S Al-Ahzab ayat 4 -5
*® Kompilasi hukum islam pasal 171
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Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak dalam
hukum Islam tidak diberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung
dari orang tua yang mengangangkat, sehingga si anak angkat tetap
mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan denagn orang
tua kandungnya, di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama
ayah angkatnya serta tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi
antara anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali

nikah dengan anak angkat.*®

% Rusli Pandika, opcit him 63
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METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat. Dan yang menjadi pokus penelitiannya adalah peneliti melihat
adanya Proses pelaksanaan perwalian anak hanya sepucuk surat dan perjanjian,
didaftarkan secara resmi dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Pasaman Barat tetapi mengatas namakan anak kandung bukan anak
angkat.
2. Waktu Penelitian
penelitian ini direncanakan mulai bulan April 2021 samapai Juli 2021 Di
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan alasan karena
keterbatasan dana dan tidak memiliki kenderaan sendiri.
B. Jenis Penelitian
Berdasarkan masalah yang dilajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian
ini adalah penelitian kualitatif disebut penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan
peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan

karakteristik mengenai populasi tertentu.®

* Bambang Prasetyo, Metode Penelitian kualitatif Teori dan Aplikasi ( Jakarta:PT Raja
Grafindo Persada, 2005), him 49-50
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C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan
kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati. Pendekatan deskriptif adalah metode pendekatan yang
berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang
dan menggambarkan atau memaparkan apa adanya suatu objek yang diteliti. Maka
penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif.

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan
Perwalian Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat)

. Sumber data
Sumber data dari penelitian ini yaitu keterangan yang benar dan nyata
ataupun bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian dari mana data
diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:
a. Data primer (primary data)

Sumber data merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.®’. Dalam data primer ini penelitian akan melihat langsung kelapangan
dan mewawancarai Camat, Catatan Sipil, Alim Ulama, Jorong, dan Orang tua
anak angkat melakukan perwalian Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

Pasaman Barat.

** Amiruddi dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:PT
Raja Grafindo Persada, 2010), him,. 30
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b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumbert data yang pelengkap yang
dibutuhkan dalam penelitian untuk memperkuat sumber data primer.® tanpa
harus terjun langsung kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungan dengan
penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang teruwujud laporan dan lain-
lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif deskriptif sebagai human instrument, berfungsi
menetapkan fokus penelitian, memilih imforman sebagai sumber data, melakukan
pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan
membuat kesimpulan atas temuannya.®® Pengumpulan data merupakan langkah
yang paling utama dalam penelitian, anatara lain penelitian kuantitatif dan
penelitian kualitatif, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk
mendapatkan data.

Untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan reliabel, maka diperlukan
data yang yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta menggunakan
metode yang sesuai untuk data tersebut. Dengan mempertimbangkan jenis data
yang diperlukan, maka peneliti memanfaatkan beberapa metode yang relevan

dalam pengumpulan data yaitu:

®2 S Nasution, Metode Rsearch, (Jakarta:Bumi Aksara. 2003), him. 144
* Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan Rdand,
(Bandung: Alfabeta, 2013), him.222
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1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamat dan pencatat secara
sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.®* Dalam
obsevasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya
tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau
memanipulasi. Dengan observasinya, diharapkan data yang didapatkan akan
lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap
perilaku yang dilihat.®> Selain itu observasi diharapkan mempermudah
penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara ril
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan
Tata Cara Penunjukan Perwalian Anak Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi
Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

2. Wawancara

Wawancara merupakan ‘’percakapan jawab lisan antara dua orang dan
diarahkan pada suatu permasalahan tertentu’”.*® Wawancara yang akan
dilakukan oleh peneliti yaitu melalui satu kegiatan tatap muka dan akan
dilakukan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.
Wawancara berarti berhadapan langsung antara interviewer dengan responden
dan kegitannya itu dilakukan dengan lisan. salah satu teknik pengumpulan data
yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden tetapi dapat juga

* S Nasution, Op.Cit, him. 143
® Sugiyono, , Op.Cit, him.227

% peter Muhmud Fauzi, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2005), him. 135
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diberikan daftar pertanyaan dulu untuk dijawab pada kesempatan lain.®” Dan
bertujuan mendapatkan informasi yang actual.

Pewawancara harus benar-benar memperlihatkan situasi dan kondisi
sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan
wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis
wawancara yang tidak berstruktur maksudnya wawancara yang telah tersusun
secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data pedoman wawancara
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan.

Pada praktiknya penulis menyiapkan dafatar wawancara atau
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung pada Camat, Pencatatan
Sipil, Alim Ulama, Jorong, dan Orang tua angkat yang telah melakukan
perwalian anak Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Data-
data yang diambil dari Camat, Pencatatan Sipil, Alim Ulama, Jorong, dan
Orang tua angkat yang telah melakukan perwalian anak Di Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dari hasil wawancara diatas ditulis, dibaca,
dan dipelajari. Setelah ditulis, dibaca, dan dipelajari data tersebut dianalisis dan
dipahami dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber
dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan denagn teori
formal yaitu teori untuk keperluan formal vyaitu teori untuk keperluan formal
atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu

pengetahuan. Setelah data yang dihubungkan dengan teori formal, kemudian

°”'p Joko Subayo, Metodologi Penelitan Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: PT bhineka
Cipta, 2004), him. 39
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data diverivikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan
untuk menguiji teori yang baru muncul dari data.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi
data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi
dalam penelitian ini. Sehingga dapat menganalisis untuk ditarik kesimpulan
Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau
berupa memori, gambar, atau catatan-catatan data-data tertulis mengandung
keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual

dan sesuai dengan masalah penelitian

E. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, penilitian menggunakan teknik

triangulasi yaitu pemeriksaan, memperhatikan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk keperluan, pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu dengan

cara sebagai berikut:

a.

b.

Membandingkan data dengan data hasil wawancara.

Membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan.
Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

dan pandangan.
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F. Pengolahan Data Analisa Data
Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian yang menggambarkan
data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan

mengenai kesadaran hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RlI Nomor 29

Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Perwalian Ditinjau Dari

Hukum Islam (Studi Kasus Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman

Barat).

Tujuan analisa data adalah untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,
memberikan kode, mengkategorikan menemukan teori dari data yang ada.

1. Klasifikasi data yaitu suatu data yang sesuai dengan topik-topik pembahasan.
Topik pembahasan dalam penelitian ini mengenai hukum Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penunjukan Perwalian Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Dikecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

2. Editing data yaitu tahapan memeriksa kembali data-data yang diperoleh baik
dari segi kelengkapannya dan relevansinya dengan masalah yang dibahas.
Dalam penelitian ini melakukan editing terhadap catatan-catatan dari hasil dari
wawancara yang dilakukan dengan orang tua dalam perwalian anak yang
dilakukan Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, apakah
data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

3. Reduksi data yaitu memeriksa dan informasi yang telah didapatkan dari

lapangan, agar validitas data data tersebut dapat diakui dan digunakan dalam
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penelitian. Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang
diwawancarai, maka dilakukan pemeriksaan ulang dengan menyerahkan hasil
wawancara kepada subjek penelitian (informasi) yang telah diwawancarai. Hal
ini dilakukan peneliti untuk menjamin validitas data ulang yang diperoleh dan
menpermudah peneliti dalam menganalisis data di Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Psaman Barat.

4. Deskripsi data yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari
hasil wawancara dan observasi dengan subjek penelitian. Seluruh data yang
didapat tersebut dibaca atau ditelah secara mendalam, kemudian digolongkan
sesuai kebutuhan.

Dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari
wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi yang telah dilakukan
sebelumnya. Data tersebut berkaitan dengan identitas subjek penelitian yang
diperoleh.

5. Menarik kesimpulan yaitu merangkum uraian penjelasan dalam susunan yang
singkat padat, setelah data terkumpul lalu disimpulkan untuk menjadikan
informasi yang disajikan secara jelas serta mudah dipahami oleh pembaca.
Dipaparkan pada latar belakang masalah dalam hal ini, peneliti melakukan
analisa data setelah peneliti mendapatkan data dari lapangan.

F. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif lapangan di mana

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tepat sifat-sifat suatu keadaan

gejala individu, kelompok tertentu dalam hal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
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Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali Di Tinjau
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
Barat) dan sebagaimana dalam buku metodologi penelitian kualitatif penyimpanan
data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.
Berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta
khusus menuju kepada kesimpulan umum, sedangkan berpikir deduktif adalah
menarik suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan khusus dengan menggunakan
penalaran atau rasio. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif
dan bersifat non hipotesis maka proses analisis dengan tekhnik sebagai berikut:®®
a. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan
evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah Di Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
b. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriftif
kualitatif dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang
terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang

tersedia.

®® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek, ( Jakarta: PT,
Rineka Cipta, 2006), him. 10



BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
1. Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Kecamatan Gunung Tuleh merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Pasaman Barat.Kecamatan Gunung Tuleh ini terletak pada
koordinat 00°30-00°11 Lintang Utara dan Bujur Timur 99°40-99°53.
Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Gunung Tuleh memiliki batas
wilayah yaitu Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
sebelah Selatan Kecamatan Pasaman, sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Lembah Melintang, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
Talamau dan Kabupaten Pasaman.

Kecamatan Gunung Tuleh memiliki luas 453,97 km? kecamatan
Gunung Tuleh terletak pada 261.875 meter diatas permukaan laut dan

dilewati 14 sungai. Berikut Nama Sungai di Kecamatan Gunung Tuleh:

No Nama Sungai

1 | Batang Alin

2 | Batang Kabau Alin

3 | Batang Timbiak

4 | Batang Pulutan

5 | Batang Kenaikan

6 | Sungai Batutu

7 | Batang Siligawan
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Batang Garabak Bolak

Batang Kiawai

10

Batang Raji

11

Batang Sikabau

12

Batang Guo

13

Batang Simpang Kanan

14

Batang Kampung Alang

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020
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Pemerintahan Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

telah dipimpin Oleh Camat. Berikut Nama Camat dan Masa Jabatannya di

Kecamatan Gunung TulehKabupaten Pasaman Barat:

No | Nama Camat Masa Jabatan
1 | Drs. EFDI TARIGAN 1966-1998
2 | Drs. YUSRIZAL ARIF 1998-2000
3 | Drs. KASIM BAKRI 2000-2002
4 | Drs. AFWAN 2002-2003
5 | YONNISAL, SH 2003-2004
6 | M.ZAIN 2004-2004
7 | Drs. BASYARUDDIN 2004-2005
8 | Drs. JOKO SANTOSA 2005-2007
9 | EDY MURDANI, SH 2007-2008
10 | YUDESRI, SSTP, Msi 2008-2009
11 | ARMEN, SH 2009-2010
12 | LANDONG, SE 2010-2011
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13 | Drs. YULIFRI 2011-2014
14 | EDWARD HARDINATA, SSTP. M.Si 2014-2015
15 | Drs. ZULKIFLI 2015-2016
16 | SAHDAN, SH 2016-2018
17 | RANDY HENDRAWAN, S.IP, M.SI 2018-Sekarang

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Nama-Nama Nagari dan Jorong di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

Pasaman Barat

Nama Nagari Nama Jorong
1. Muara Kiawai 1.Kartini
2. Sudirman

3. Kampung Alang

N

. Simpang Tigo Alin

5. Rabi Jonggor 1. Sitabu

N

. Rabi Jonggor

3. Huta Tonga

4. Bandar

5. Paraman Ampalu

(2]

. Tanjung Durian

~

. Sungai Aur |

[ee]

. Sungai Aur 11

©

. Bulu Laga

10. Talang Kuning
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11. Guo

12. Sungai Magelang

13. Kampung Pinang

14. Air Dingin

15. Siligawan Kecil

16. Siligawen Gadang

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020
Jadi Kecamatan Gunung Tuleh Terdiri dari 2 Nagari dan mempunyai 20
desa.Sedangkan untuk dunia pendidikan, dikecamatan Gunung Tuleh terdapat

beragam sekolah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan Jumlah
Lingkungan 1.SD 22
Dikjar
2.SMP 6
3.SMA 3

4. Perguruan Tinggi | -

Lingkungan 1. Ibtidiyah 2
Depag -
2. Tsanawiyah 6
3. Aliyah 4

4. Perguruan Tinggi | -

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Jadi Jumlah Sekolah dI kecamatan Gunung Tuleh yaitu 43 Sekolah yang

tersebar di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Jumlah



penduduk menurut jenis kelamin

Pasaman Barat:
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Di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten

No Jorong Jumlah Laki-Laki | Perempuan Jumlah
Kk

1 | Siligawen 58 104 98 202
Kecil

2 | Kampung 44 109 109 218
Pinang

3 | Air Dingin 158 317 284 601

4 | Sungai 282 572 533 1105
Magelang

5 | Paraman 925 1.888 2.036 3.924
Ampalu

6 | Huta Tonga 101 207 193 400

7 | Bandar 430 753 721 1.474

8 | Rabi Jonggor 204 429 450 879

9 | Sitabu 176 329 324 653

10 | Tanjung 323 492 766 1.258
Durian

11 | Baruh Gunung 70 119 159 278

12 | Paroman 92 143 154 297
Bondar

13 | Bulu Laga 50 97 99 190

14 | Talang Kuning 254 467 548 1.015

15 | Guo 131 278 234 512

16 | Siligawen 182 267 395 662
Godang

13 | Simpang Tiga 459 730 1267 1997
Alin

14 | Kampung 580 773 782 1.555
Alang

19 | Sudirman 795 1.469 1372 2841




62

‘20 ‘ Kartini 1.214

2.032 ‘ 5.407 ‘ 10.411 ‘

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

Jumlah KK di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Sebanyak 6.528 Kk. Jumlah penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat sebanyak30.472 jiwa terdiri dari perempuan 15.931 jiwa
sedangakan laki-laki 11.174 jiwa.
. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Masyarakat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda ada yang bekerja dalam bidang
pertanian, perdagangan, karyawan maupun pegawai. untuk lebih jelasnya
tentang banyaknya pendudk menurut mata pencaharian Masyarakat di
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan data
terbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah masyarakat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman

Barat berdasarkan menurut mata pencaharian

No Mata pencaharian Jumlah
1 Petani 21.623 jiwa
2 Pegawai 54.492 jiwa
3 Pedagang 30335 jiwa
4 Pabrik 91.43 jiwa
5 Buruh Tidak di bayar 21.929 jiwa
6 Buruh di bayar 37.21 jiWa

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020
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2. Keadaan Sosaial Agama

Penduduk di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
mayoritas beragama Islam setelah melakukan aktifitas sehari-hari dalam
rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk keluarga, juga aktif
menjalankan keagamaan, karena mendirikan tempat-tempat pengajian untuk
kaum ibu-ibu dan bapak-bapak. Dalam rangka ikut menjalankan rutinitas
keagamaan bahkan kaum pemuda dan pemudi aktif untuk mendirikan
kumpulan pengajian husus remaja.

Kegiatan seperti inilah ditujukan untuk menyeimbangkan antara
kebutuhan jasmanin dan rohani karena pada dasarnya kegiatan tersebut selalu
diiringi dengan kajian-kajian yang berbasis Agama dan ceramah-ceramah
yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Agama dan dijadikan sebagai sarana
untuk menambah ilmu pengetahuan Agama. Supaya dapat diseimbangkan
dengan kebutuhan jasmani dan rohani supaya ketenangan hidup tercapai
dengan baik. Berikut banyaknya Tempat Ibadah di Kecamatan Gunung Tuleh

Kabupaten Pasaman Barat:

Nama Nagari | Nama Jorong Masjid | Mussolah | Langgar
1. Muara 1. Kartini 2 10 7
Kiawai
2. Sudirman 1 7 2
3. Kampung Alang 1 7 -
4. SimpangTiga Alin 3 2 1
2. Rabi 1. Sitabu 1 - -
2. Rabi Jonggor 1 - -
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Jonggor |3. Huta Tonga 1 1 -
4. Bandar 1 7 -
5. Paraman Ampalu 1 15 3
6. Tanjung Durian 1 1 -
7. Sungai Aur | 2 - -
8. Sungai Aur Il 1 - -
9. Bulu Laga 2 1 -
10. Talang Kuning 1 3 3
11. Guo 1 1 -
12. Sungai Magelang 1 2 1
13. Kampung Pinang 1 2 2
14. Air Dingin 1 1 2
15. Siligawan Kecil 1 10 -
16. Siligawen Gadang 1 1 1

Sumber: Kecamatan Gunung Tuleh tahun 2020

2. Temuan Khusus
Pelaksanaa Peraturan Pemerntah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat
Dan Tata Cara Penunjukan Wali Dari Hukum Islam (Studi Kasus
Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaan Barat)
Berikut ini beberapa temuan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syariat
Dan Tata Cara Penunjakan Wali Dari Hukum Islam Di Kecamatan Gunung Tuleh

Kabupaten Pasaman Barat.
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1. Perwalian Anak Hanya Sebatas Sepucuk Surat Dan Perjanjian

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Camat Kecamatan
Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat beliau mengatakan: tidak tahu dan
tidak mengerti tentang Perwalian anak karena beliau masih baru menjadi camat
diwilayah tersebut, kemudian beliau mengarahkan peneliti kepada orang yang
melakukan Perwalian anak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.®®

Wawancara dengan bapak jorong mengatakan tidak mengerti dan tidak
paham tentang perwalian anak dan tidak mengerti pula apabila ada orang yang
telah melakukan perwalian anak itu dilaporkan kepihak kejorongan karena saya
masih menjadi jorong yang baru.”

Wawancara dengan alim ulama (bapak Dedi Prasta) mengatakan saya
kurang paham dengan perwalian anak ini dan saya kurang tau sebenarnya
bagaimana itu hukumnya tentang perwalian anak ini. Dan saya belum pernah
menyaksikan langsung orang yang sudah melakukan perwalian anak.”*

Wawancara dengan Catatan sipil dinas kependudukan Kabupaten Pasaman
Barat mengatakan: minat warga masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat untuk mengangkat anak ada tetapi tidak banyak.
Karena tidak setiap tahunnya ada yang melakukan perwalian anak Di
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dan di kantor catatan

sipil juga membuka konsultasi bagi setiap warga Kecamatan Gunung Tuleh

% Randy Hendrawan, Kepala Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat,
wawancara,( senin, 10 Mei 2021)

7 Malin Mudo, jorong Rabi Jonggor, wawancara, ( Sabtu, 15 mei 2021)

™ Dedi Prasta, ulama Rabi Jonggor, wawancara, (Senin, 17 mei 2021)
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Kabupaten Pasaman Barat yang ingin melakukan perwalian anak sesuai dengan
prosedur yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.”

Selanjutnya orang tua angkat saat peneliti mewawancarai orang tua angkat
mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan
Perwalian anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat.” orang tua angkat
menjelaskan Anak yang diangkatnya pada saat umur 3 hari sampai sekarang
sudah berumur 3 tahun. Alasan orang tua angkat ingin melakukan perwalian
anak adalah karena tidak memiliki keturanan. Dan balas kasihan kepada
keluarga si anak karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak
mencukupi kebutuhan sehari-hari karena ayah dari anak tidak mau bekerja.
Proses pelaksanan Perwalian anak ini terjadi di rumah sakit YARSI Simpang
Empat Kabupaten Pasaman Barat dan hanya sepucuk surat perjanjian yang
ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya. Saat peneliti
meminta salinan surat perjanjian tersebut kepada pihak yang melakukan
perjanjian mereka enggan menunjukkan dan tidak memberi peneliti menyalin
dokumen tersebut hanya sekedar informasi yang mereka berikan.

Begitu juga dengan orang tua angkat saat peneliti wawancarai beliau
mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orang yang telah melakukan
perwalian anak dengan bukan keluarga dekat.”* Beliau menjelaskan bahwa
anak yang diasuhnya pada saat umur 5 hari sampai saaat ini sudah berumur 7

tahun. orangtua angkat ingin melakukan perwalian anak adalah karena tidak

"*Kasman, salah satu orang yang mengadakan perwalian , wawancara, ( Sabtu, 15 mei
2021)

"Asrida, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara, Sabtu, 15 mei
2021)
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memiliki keturunan. Dan keluarga anak tidak mempunyai ekonomi yang tidak
memadai. Pelaksanaan perwalian anak ini dilakukan setelah kedua belah pihak
setuju dan hanya sepucuk surat dan perjanjian ditanda tangani oleh saksi-
saksinya.

Begitu juga dengan orang tua angkat saat peneliti mewawancarai orangtua
angkat mengatakan: bahwasanya orangtua angkat selaku yang telah melakukan
perwalian anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat.” orang tua angkat
menjelaskan anak yang diangkatnya pada saat umur 2 hari sampai sekarang
sudah berumur 14 tahun. Alasan orangtua angkat ingin melakukan perwalian
anak adalah karena tidak memiliki keturanan. Dan membantu orangtua
kandung anak karena ekonominya yang tidak memadai dan ayahnya tidak
menerima anaknya di dalam keluarganya. Proses pelaksanan perwalian anak ini
terjadi di rumah bidan di Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditanda
tangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksinya.

Begitu juga dengan orangtua angkat yang telah melakukan pelaksanaan
perwalian anak. Alasan orangtua angkat ingin melakukan pelaksanaan
perwalian ini mempunyai alasan yaitu orangtua angkat tidak mempunyai
keturunan. orang tua angkat menjeaskan anak yang diangkatnya pada saat

umur 7 hari sampai sekarang sudah umur 13 tahun.. Proses pelaksanaan

> Maryati, Salah Satu Orang Yang MengaDakan Perwalian, Wawancara ( Sabtu, 15 Mei
2021)
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perwalian ini adalah hanya meninggalkan sepucuk surat dan ditanda tangani
kedua belah pihak.”

Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat. Orang tua angkat
mengatakan: bahwasanya orang tua angkat selaku orangtua angkat yang telah
melakukan pengangkatan anak dengan keluarga yang bukan begitu dekat. Anak
yang diangkatnya pada saat umur 7 hari sampai sekarang sudah berumur 2,5
tahun. Alasan orangtua angkat ingin melakukan pengangkatan anak adalah
karena tidak memiliki keturanan. Dan ibu kandung dari anak ini sudah
meninggal dan ayah kandung dari anak tidak sanggup untuk membesarkan
anaknya sendiri. Proses pelaksanan perwalian anak ini terjadi dirumah anak itu
sendiri dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak serta saksi-saksinya. Karena ibuk kandung dari anak ini tidak
sempat untuk menulis surat wasiat dan menunjuk siapa yang akan
membesarkan anaknya.”’

Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat yang telah melakukan
perwalian anak dari keluarga tetangganya. Anak yang diangkatnya pada saat
umur 6 hari sampai sekarang sudah berumur 8 tahun. Alasan mereka ingin
melakukan pelaksanaan perwalian ini disebabkan karena tidak memilki
keturunan. Proses pelaksanaan perwalian anak ini hanya meninggalkansepucuk

surat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya.’

®Bahrum, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara. (Sabtu, 25 Mei
2021)

" Fitri, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, Wawancara ( Jum’at 21 Mei
2021)

8 Anugrah, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara ( Sabtu, 29 Mei
2021)
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Saat peneliti mewawancarai orang tua angkat. orang tua angkat
mengatakan: bahwasanya orangtua angkat yang telah melakukan perwalian
anak dengan anak tetangganya. Anak yang diangkatnya pada saat umur 6 bulan
sampai sekarang sudah berumur 15 tahun. Alasan orangtua angkat ingin
melakukan perwalian anak adalah karena balas kasihan kepada keluarga anak
karena memiliki ekonomi yang tidak memadai dan tidak mencukupi kebutuhan
sehari-hari. Proses pelaksanan perwalian anak ini terjadi di rumah anak
tersebut di Jambi dan hanya sepucuk surat perjanjian yang ditanda tangani oleh
kedua belah pihak serta saksi-saksinya. "

2. dicatatkan dikantor catatan sipil mengatas namakan anak kandung bukan anak
angkat

Dalam perwalian anak mereka tidak mencatatkan hasil dari perwalian anak
tersebut kepada kantor catatan sipil dan mereka langsung mengurus Kartu
keluarga dan mencantumkan nama anak dengan status anak kandung bukan
anak angkat kedalam kartu keluarga. Dari semua responden menyatakan bahwa
pelaksanaan perwalian anak yang telah dilakukan hanya berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak. Dalam masalah administrasi kependudukan
antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, terutama Akta Lahir dan Kartu
Keluarga (KK). Mereka membuat Akta Lahir anak angkatnya mengatas
namakan dirinya tanpa melalui proses pengadilan, baik itu Pengadilan Negri
maupun Pengadilan Agama. Dan dari responden menyatakan bahwa

merahasiakan kedudukan anak tersebut dengan membuat Akta Kelahiran

7 Endra, Salah Satu Orang Yang Mengadakan Perwalian, wawancara (Kamis,13 Mei
2021)
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karena alasan bahwa mereka melakukan hal itu demi menjaga mental dan
martabat anak, karena dikhawatirkan apabila hal tersebut tidak dirahasikan
maka sang anak akan jadi bahan olo-olokan dan akan dikucilkan oleh teman-
temannya, sehingga tidak jarang kegiatan pengangkatan anak hanya diketahui
oleh masing-masing keluarga dan tetangga dekat.

Sedangakan menurut hukum positf peraturan pemerintah homor 54 tahun
2007 pada pasal 1 butir 2 tentang pelaksanaan pengangkatan anak
menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang
mengalihkan seorang anak dari ligkungan kekuasan, orang tua, wali yang sah
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan
membesarkan anak-anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua
angkat. Selain itu dijelaskan pada bahwa pengangkatan anak yang haknya
dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak
tersebut, keadaan lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
keputusan penetapan pengadilan.

Tidak semua orang tua angkat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten
Pasaman Barat kewajiban untuk memberitahukan asal usulnya dan orang tua
kandungnya pada anak angkatnya. Yang menyebabkan orang tua angkat belum
melaksanakan kewajiban untuk memberitahukan asal usulnya dan orang tua
kandungnya dari anak angkat karena takut anak yang di angkat kembali
kembali kepada orang tua kandungnya dan tidak mau mengakui orang tua

angkatnya sebagai orang tua.
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3. Tidak ada penetepan dari pengadilan

Di kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Proses
pelaksanaan perwalian anak itu sangat sederhana. Hanya melakukan perjanjian
diatas sepucuk surat yang diketahui kedua belah pihak dan saksi-saksinya. Hal
demikian tidak sesuai dengan tata cara perwalian anak.

Perwalian anak tanpa prosedur penetapan Pengadilan yang dilakukan oleh
masyarakat kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat biasanya
yang melakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam
pernikahan yang sudah berlangsung bertahun-tahun atau mengangkat anak
untuk menolong anak yang terlantar atau yatim piatu. Pengetahuan masyarakat
tentang tata cara maupun prosedur perwalian anak, orang tua angkat juga
beranggapan bahwa prosedur perwalian anak melalui jalur pengadilan sangat
rumit dan memakan waktu yang sangat lama sehingga masyarakat lebih
memilih tidak menggunakan jalur tersebut.

Jika dirujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan wali pada pasal 3 bahwa:
1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua

tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
b. Keluarga Anak;
c. Saudara;
d. orang lain; atau
e. badan hukum,
harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
3. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan Keluarga Anak.
4. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
5. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk
orang lain atau badan hukum.
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Pasal 5

1. Saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat

a. Warga negara indonesia yang berdomisili tetap di indonesia

b. Berumur paling rendah 21 ( dua puluh sa tu) tahun

c. Sehat fisik dan mental

d. Berkelakuan baik

e. Mampu secara ekonomi

f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak

g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah

h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam pernyataaan

I. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak
2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk

penegakan disiplin terhadap anak

J. Mendapatkab persetujuan tertulis dari orang tua jika :
1. masih ada
2. diketahu keberadaannya
3. cakap melakukan perbuatan hukum

2. Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan :

a. Diutamakan memiliki kedektan dengan anak

b. Mendapatkan persetujuan dari anak

c. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung,
maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6
1. Orang lain yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat;
a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
b. Berumur paling rendah 30 ( tiga puluh) tahun
c. Sehat fisik dan mental
d. berkelakuan baik
e. Mampu secara ekonomi
f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak
0. Mendapa persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah
h. Bersedia menjadi wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan
I. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak
2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk
penegakan disiplin terhadap anak
J. Mendapatkab persetujuan tertulis dari orang tua jika :
1. masih ada
2. diketahu keberadaannya
3. cakap melakukan perbuatan hukum
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. Orang lain yang memenuhi persyaratn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan;

a. Diutamakan kedekatan anak dengan anak

b. Mendaoatkan persetujuan dari Anak

c. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung,
maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

. Badan hukum yang ditunjuk sebagaimana sebagai Wali terdiri atas unit

Pelaksanaan teknis kementrian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat
daerah, dan lembaga kesejahteraan sossial anak.

. Unit pelaksana teknis kementrian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;
a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak

. Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat:
a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi
b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari
pengurus yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang
ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak
c. Mendapatkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan ureusan
pemerintah dididang sosial
d Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan
diskriminasi dalam melindiungi hak anak
c. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga dengan agama
yang dianut anak
d. Mendapat persetujuan tertulius dari orang tua jika;
1. Masih ada
2. Diketahui keberadaannya
3. Cakap melakukan perbuatan hukum

. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku,ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik,
dan/atau mental anak

Kemudian tatacara penunjukan wali diatur pada Pasal 8 bahwa “Penunjukan Wali
dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua”.

1.

pasal 9
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan disampaikan
oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada pengadilan.

. Permohonan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jadikan

bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
Permohonan penunjukan wali dan permohonan pencabutan hak kuasa asuh
yang telah diterima oleh pengadilan ditetapkan melalui sidang.



74

4. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan
penetapan dari Pengadilan

selanjutnya pada Pasal 10 yaitu:

5. Wasiat Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat
atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Penunjukan Wali berdasarkan wasiat OrangTua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Dalam Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tatacara Penunjukan

Wali Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gunung Tuleh

Kabupaten Pasaman Barat).

Dalam hukum Islam pengangkatan anak hanya membolehkan dengan
ketentuan nasab. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak
boleh disamakan dengan dengan anak kandung baik segi kewarisan , hubungan
mahram, maupun perwalian pernikahan. Dan anak angkat tidak boleh
menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda

pengenal/alamat. Pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah

antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
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Dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat dapat menggunakan ayah

kandungnya. Seperti yang dijelaskan Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.
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“’Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu
saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan
(yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka
sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)
apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang

Antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara ibu

« o
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angkat tidak mempunyi hubungan darah. Walaupun mereka dapat tinggal satu
rumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram. Dalam hokum Islam tidak di
bolehkan memperlihatkan aurat. Ayah angkat atau saudara angkat dan tidak
menjadiwali perkawinan untuk anak angkat perempuan. Dan diantara mereka
tidak saling mewarisi.

Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah,
hubungan wali dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkat tetap

menjadi ahli waris Islam dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap
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memakai nama dari ayah kandungnya. Seperti yang di jelaskan Dalam surah Al-

Ahzab ayat 5.
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“’Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak
mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui
bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”’

i

Dari hasil wawancara di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
perwalian anak melalui persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua
kandungnya. Sementara perwalian anak dan pengangkatan anak mempunyai
perbedaan, yang mana perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada
seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk
kepentingan atas anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya
hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena orang tuanya sakit
keras, lumpuh dan lupa ingatan.

Sehingga yang berhak menjadi wali adalah ibunya ibu, ibunya ayah, saudara
perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan anak perempuan saudara laki-
laki sekandung. Perwalian yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Gunung

Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah dari anak sah, bukan dari hasil zina.
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Sedangkatan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang
mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah
atau orang lain bertanggung jawab atas pendidikan, perwatan, dan membesarkan
anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkat. Tetapi ia tetap menjadi ahli
waris dari orang tua kandungnya.

Dalam prakteknya orang tua angkat menisbatkan anak angkat secara langsung
sebagai anak kandung, baik secara lisan atau pun administrasi. Walaupun tidak
semua orang tua angkat memberitahukan kepada anak siapa orang tua
kandungnya.

Perwalian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat telah menyalahi aturan hukum Islam yakni dengan
menisbatkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung kepada anak angkat.
Sebagaimana yang dilakukan pak Kasman beliau telah menganggap anak angkat
tersebut sebagai anak kandung. Jadi pengangkatan anak dalam hukum Islam terbatas pada
perlakukan sebagai anak dari segi menyayangi, memelihara meberikan nafkah,
pendidikan dan segala kebutuhannya bukan seperti anak kandung.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dilakukan apabila memenuhi
kebutuhan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah dengan anak angkat terhadap orang tua kandung
dan keluarga, dari ketentuan ini jelas melarang untuk mengangkat anak dengan
maksud menjadikan anak kandung dalam segala hal yang akan dihilangkan atau
memustukan hubungan atau kedudukan hak orangtua kandung dan dapat merombak

ketentuan mengenai warisan.
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2. Anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, sebaliknya tetap
sebagai pewaris orangtua kandungnya, lalu orangtua angkat tidak berhak sebagai
pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak berhak menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali sekedar
tanda pengenal/ alamat.

4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya.

Jika di lihat dari pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat segi ketentuan hukum Islam mengubah status anak
angkat menjadi anak kandung itu tidak boleh. Karena pengangkatan anak dalam
hukum Islam terbatas pada perlakuan sebagai anak dari segi menyayangi,
memelihara memberikan nafkah, pendidikan dan segala kebutuhannya bukan
diperlakukan seperti anak kandung sendiri yang bertentangan dengan hukum
Islam.

Setelah diteliti pelaksanaan perwalian di kecamatan = Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat di dalam pandangan hukum Islam itu bertentangan.
Karena pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman
barat ternyata pelaksanaan perwaliannya terjadi secara langsung tanpa ada
ketetapan dari pengadilan dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang
tua yang menjalankan kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di
hadapan dua orang saksi tetapi cukup dengan sebatas sepucuk surat dan perjanjian
antara ibu kandung dengan ibu angkat dan di catatkan di kantor Catatan Sipil
mengatas namakan anak kandung bukan anak angkat, dan juga bukan dari
penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua

melalui surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi.
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Kemudian dilihat Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 29 tahun 2019
tentang syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak pada pasal 8 penunjukan
wali berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua. Dan di dalam kompilasi
hukum islam pasal 108 yang berbunyi orang tua dapat mewasiatkan kepada
seseorang atau badan hukum untuk perwalian atas diri dan kekayan atau anak-

anaknya meninggal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpuan

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan Pelaksanaan Perwalian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat

Dan Tata Cara Penunjukan Wali Ditinaju Dari Hukum Islam Studi Kasus

Dikecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

1.

2.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019
tentang syarat dan tata cara penunjukan wali di Kecamatan Gunung Tuleh
Kabupaten Pasaman Barat dilakukan atas dasar kasihan dan membantu
terhadap keluarga anak yang diangkat. Tetapi pelaksanaannya hanya
dilakukan secara kekeluargaan dan membuat surat perjanjian atau sepucuk
surat antara kedua belah pihak yaitu keluarga anak dan keluarga angkatnya
dan tidak mendaftarkan perwalian dipengadilan..
Pandangan Hukum Islam Pelaksanaan perwalian Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Penunjukan Wali Di Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat bertentangan
dengan hukum Islam karena pelaksanaan perwalian di Kecamatan Gunung
Tuleh Kabupaten Pasaman Barat ternyata pelaksanaan perwaliannya terjadi
secara langsung tanpa ada ketetapan dari pengadilan dan juga bukan dari
penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua
melalui surat wasiat atau lisan di hadapan dua orang saksi tetapi cukup dengan

sebatas sepucuk surat dan perjanjian antara ibu kandung dengan ibu angkat.
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Dan juga bukan dari penunjukan dari salah satu orang tua yang menjalankan
kekuasaan orang tua melalui surat wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi.
B. Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka
peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat dapat disampaikan adalah sebagai
berikut:

1. Hendaknya masyarakat bersosialisasi ke kantor catatan sipil dan kependudukan
tentang prosedur pelaksanaan perwalian anak syarat, dan tata cara penunjukan
perwalian anak Supaya paham betul mengenai prosedur pelaksanaan
perwalian anak

2. Masyarakat hendaknya memahami pelaksanaan peraturan pemerintah tentang
syarat dan tata cara penunjukan perwalian anak serta tugas-tugas dan
kewajiban perwalian anak.

3. Serta menambah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan khususnya Fakultas
Syariah dan llmu Hukum tenang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Republik
Indonesia No 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan

Perwalian Anak
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